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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, dampak globalisasi terlihat dengan sangat jelas 

keberadaannya di masyarakat, salah satu contohnya adalah meningkatnya 

angka kriminalitas yang ada di Indonesia. Manusia memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan manusia yang lainnya, dan dalam hal ini terdapat 

perbedaan pandangan, visi, dan tujuan - tujuan dalam mencapai hidup. 

Perbedaan tersebut dipandang dapat mempengaruhi proses interaksi antar 

sesama manusia dan dapat memicu konflik yang kemudia berujung 

dilakukannya tindak kekerasan.1 

Tindakan kejahatan yang marak dilakukan di Indonesia salah 

satunya ialah tindak pidana penganiayaan. Di Indonesia sendiri, 

Penganiayaan diatur di dalam Pasal 351 KUHP tidak mendefinisikan 

secara jelas apa pengertian dari penganiayaan. Jika dilihat dari 

Yurisprudensi yang ada di Indonesia, pengertian penganiayaan yaitu sengaja 

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.2 

Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai “perbuatan 

bengis atau penindasan, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan 

adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan 

 
1 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Buku Referensi Penanganan 

Kasus-Kasus Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta, Komnas Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan, 2009, hlm.10 

 2 Letezia Tobing, “Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang 

termasukpenganiayaan/#: diakses pada 1 Juni 2021. 
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sebagainya terhadap teraniaya.”3 

Beberapa referensi juga menjelaskan beberapa pengertian 

penganiayaan sebagai berikut: 

1. Hukum Pidana Islam  

“Penganiayaan atau   pelukaan   adalah   setiap   perbuatan   yang 

menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak 

mengakibatkan kematian.”4 

2. Poerwadarminta 

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka 

menyiksa atau menindas orang lain.”5 

3. Sudarsono 

“Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap 

manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan 

orang lain.”6 

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia terjadi dikarenakan 

beberapa alasan, diantaranya adalah tingkat kemiskinan pelaku, keadaan 

psikis, keadaan lingkungan dan keluarga serta faktor korban yang 

memancing pelaku untuk melakukan tindakan penganiayaan.7 Dilihat dari 

alasan-alasan diatas, terdapat beberapa kasus-kasus penganiayaan di 

 
3 Hilman Adikusuma, Hukum Perekonomian Adat Indonesia, Bandung, Citra 

Aditya Bakti, 2001, hlm.130 
4 Nurrohman, Hukum Pidana Islam, Bandung, Pustaka Al-Kasyaf, 2007, hlm.107. 
5 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, 

hlm.34. 
6 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta,  Rineka Cipta, 2012, hlm.34. 
7 I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, “Tindak Pidana 

Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 

24/Pid.B/2013/PN.Sp)”, Jurnal Analogi Hukum Vol 1 No 3, 2019, hlm.342. diakses pada 

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogi%20hukum/article/view/1783 
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Indonesia yang diakibatkan terpancingnya emosi pelaku oleh korban atau 

tindakan korban yang menyerang terlebih dahulu dan membuat pelaku 

melakukan penganiayaan terhadap korban. 

Pelaku penganiayaan yang timbul dikarenakan tindakan korban 

terhadap pelaku terkadang memiliki hubungan klausalitas dengan 

pembelaan terpaksa atau dikenal dengan noodweer. Noodweer merupakan 

tindakan atau perbuatan pertahanan terhadap diri sendiri atau orang lain, 

kehormatan, kesusilaan, atau harta kekayaan milik sendiri atau orang lain, 

yang diakibatkan oleh serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat.8 

Di Indonesia, noodweer diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang 

dijelaskan lebih lanjut dalam Memorie Van Toelichting tentang asal usul 

Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menjelaskan sebagai berikut:9 

1. Serangan yang bersifat melawan hukum 

2. Bahaya yang mengancam orang, kehormatan atau harta benda orang 

lain 

3. Tidak dapat dikesampingkan sebaliknya dan kebutuhan untuk 

mengambil tindakan yang bersangkutan untuk menghilangkan bahaya 

aktual yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.  

Di Indonesia terdapat Putusan yang berkenaan dengan noodweer 

dalam tindak pidana penganiayaan antara lain Putusan Nomor 

32/PID.B/2021/PN DGL 

Dari Putusan diatas dapat terlihat terdapat putusan yang 

 
8 Dwi Dasa Suryantoro, “Tinjauan Yuridis Terhadap Noodweer sebagai Upaya 

Pembelaan yang Sah”, Jurnal Yurspruden Vol 2 No 2, 2019, hlm.155. diakses pada 

http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/2747 
9 Ibid.,  
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menyatakan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur noodweer dan juga 

terdapat beberapa Putusan yang melepaskan terdakwa dikarenakan 

memenuhi unsur-unsur pada noodweer. 

Pembuktian unsur-unsur noodweer perlu dilakukan untuk 

melihat apakah tindakan yang dilakukan terdakwa itu dapat dimaafkan 

dan lepas dari segala tuntutan. Akan tetapi, terdapat tantangan dalam 

memahami noodweer dalam tindak pidana penganiayaan, apakah 

tindakan tersebut masuk ke perbuatan “main hakim sendiri” dan/atau 

tindakan tersebut merupakan bentuk balas dendam pelaku terhadap 

korban akibat tindakan korban yang memancing emosi dari pelaku 

seperti pada Putusan yang akan dianalisis Penulis yaitu pada Putusan 

Nomor 32/PID.B/2021/PN DGL yang menjatuhkan hukuman pidana 

penjara terhadap terdakwa karena tidak memenuhi unsur noodweer 

dikarenakan tidak terpenuhinya asas proporsionalitas dan asas 

subsidiaritas. Oleh karena itu, Penulis akan mengangkat judul 

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penganiayaan Karena Pembelaan Terpaksa (Noodweer) (Studi 

Putusan Nomor 32/PID.B/2021/PN DGL”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa (noodweer)? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak 

pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa (noodweer)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian, harus memuat tujuan yang ingin dicapai, tujuan 

dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan karena pembelaan 

terpaksa (noodweer). 

2. Untuk mengetahui  pertimbangan hukum dari hakim terhadap 

pelaku tindak pidana penganiayaan karena pembelaan terpaksa 

(noodweer). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

perkembangan konsep pidana materiil dan formil di Indonesia 

sehingga dapat dijadikan suatu referensi untuk mengetahui 

konsep pertanggungjawaban dan unsur-unsur mengenai 

noodweer. 

2. Manfaat Praktis 

a) Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat dalam mempelajari konsep hukum pidana di 

Indonesia baik melalui studi kasus maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b) Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
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pemerintah. Pemerintah dapat melakukan peninjauan 

terhadap peraturan yang telah berlaku apakah masih sesuai 

dengan praktiknya dalam keadaan masyarakat. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah KUHP, asas-asas dalam 

hukum pidana, yurisprudensi, doktrin para ahli serta kasus-kasus yang 

berkaitan dengan penganiayaan dan noodweer. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Alasan Penghapus Pidana 

Di dalam KUHP, tidak disebutkan dengan eksplisit 

mengenai alasan pembenar atau pun alasan pemaaf karena di dalam 

bab ketiga KUHP hanya menjelaskan mengenai alasan-alasan yang 

menghapuskan pidana.10 Achmad Soemadipraja dalam bukunya 

yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” membedakan alasan-

alasan penghapus tindak pidana sebagai berikut:11 

a) Alasan Pembenar 

 Alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan sifat 

melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa berubah menjadi perbuatan yang  

benar dan patut. 

b) Alasan Pemaaf 

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan 

terdakwa. Perbuatan yang terdakwa lakukan masih merupakan 

 
10 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2007, hlm.42. 
11 Achmad Soemadipraja, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1982, hlm.249. 
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perbuatan melawan hukum, sehingga hal tersebut tetaplah 

tindak pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada 

kesalahan.  

c) Alasan Pengapus Penuntutan 

Masalahnya adalah bahwa tidak ada pembenaran atau alasan 

untuk pengampunan, dan oleh karena itu tidak ada gagasan 

tentang sifat tindakan atau sifat orang yang melakukannya, 

untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Artinya, 

kita hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika kita 

melakukan kesalahan atau tindakan yang melanggar peraturan 

perundang-undangan.namun pemerintah merasa bahwa 

masyarakat tidak boleh dituntut berdasarkan kegunaan atau 

keuntungannya. 

Memorie Van Toelichting menjelaskan alasan- alasan tidak 

dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindak pidana 

yang dilakukan, yaitu:12 

a) Alasan mengapa manusia tidak dapat bertanggungjawab atas 

dirinya sendiri (in wendig), karena pertumbuhan jiwa / rohani 

yang tidak sempurna atau cacat karena sakit (Pasal 44 KUHP); 

dan 

b) Alasan mengapa manusia tidak dapat bertanggungjawab di luar 

dari faktor dirinya sendiri (uitwendig), tercantum pada Pasal 48 

s/d 51 KUHP:  

 
12 Ibid., hlm.250 
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1) Upaya paksa (overmacht) (Pasal 48); 

2) Pembelaan terpaksa (noodweer) (Pasal 49); 

3) Melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50); 

4) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51) 

Alasan pemaaf menyangkut pelaku, menandakan bahwa 

orang tersebut tidak bisa dicela (menurut hukum) atau secara umum 

dianggap perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, 

walaupun perbuatan tersebut memang melanggar hukum.13 Maka 

terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahan si pelau, 

sehingga tidak mungkin ada    pemidanaan. 

2. Teori Tanggung Jawab Pidana 

Ada dua istilah dalam glosarium hukum yang mengacu pada 

tanggung jawab, yaitu liability dan responsibility. Liability adalah 

salah satu istilah hukum yang merujuk kepada tiap perbuatan yang 

mengarah ke hal yang beresiko atau tanggung jawab, yang pasti, 

yang bergantung atau yang mungkin termasuk semua karakter hak 

dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, 

ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas 

untuk melaksanakan undang-undang.14 Tanggung jawab berarti 

yang dapat dipertanggungjawabkan dengan kewajiban, dan 

meliputi pilihan, keterampilan, kompetensi, dan keterampilan, 

termasuk kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap 

 

  13 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan ke-8, 2008, 

hlm.127. 
14 Reza Adilla, “Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya 

Hukum yang Dilakukan oleh Tersangka dalam hal Terjadinya Error in Persona”, Jurnal JOM Vol 

2 No 2, 2015, hlm.4. diakses pada https://www.neliti.com/id 
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hukum yang dilaksanakan..15 

Dalam hukum pidana, kejahatan atau tanggung jawab 

seorang pelaku yang melakukan kejahatan atau kejahatan 

memerlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana 

adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege, 

atau yang sering disebut asas legalitas. Asas ini menjadi dasar 

hukum utama yang tidak tertulis untuk menghukum orang lain yang 

melakukan kejahatan. “Asas yang menyatakan bahwa tidak ada 

perbuatan yang dapat dilarang dan diancam oleh pelaku kejahatan, 

kecuali ditentukan oleh undang-undang.”. Berarti, kejahatan 

merupakan bagian mendasar dari kesalahan yang dilakukan dalam 

melakukan suatu kejahatan terhadap seseorang. Asas legalitas ini 

berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana 

jika tidak dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan.. 16 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum normatif 

berfokus pada asas, peraturan perundang-undangan serta doktrin-

doktrin yang digunakan oleh ahli. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

 
15 Ibid.,  

 16 Daniel Aditia Situngkir, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum 

Pidana Internasional”, Soumatera Law Review Vol 1 No 1, 2018, hlm.23. diakses pada 

https://www.neliti.com/id/publications/284752/asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-nasional-dan-

hukum-pidana-internasional 
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a) Pendekatan Undang-Undang 

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah 

peraturan yang berlaku yang memiliki kaitan dengan isu 

hukum dalam penelitian.17 

b) Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan 

konsep-konsep serta ajaran-ajaran dalam hukum pidana serta 

norma-normanya.18 

c) Pendekatan Kasus 

Pendekatan kasus dilakuan dengan cara melakukan analisa 

terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi.19 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber dari penulisan ini di dapatkan dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

ii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  

Undang - Undang Hukum Acara Pidana. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain doktrin- 

doktrin dalam hukum pidana, jurnal, karya ilmiah, serta 

 
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Media Group, 2013, 

hlm.92. 
18 Suhaimi, “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif”, Jurnal 

Yustitia Vol 19 No 2, 2018, hlm.206. diakses pada 

http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477 
19 Saiful Anam & Partners, “Pendekatan Perundang-Undangan dalam Penelitian 

Hukum”, https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-

penelitian-hukum/. diakses pada 1 Juni 2021 

 

http://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-
http://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-
http://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-
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yurisprudensi yang berkaitan dengan noodweer dan 

penganiayaan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa  

Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, meneliti 

serta menelaah buku-buku, jurnal dan doktrin yang digunakan dan 

melakukan pemahaman atas kasus yang akan diteliti. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis data yang dilakukan berbentuk kualitatif, terperinci sehingga 

rumusan masalah yang diangkat akan dibahas secara komprehensif 

sehingga akan menelurkan produk penelitian hukum normatif yang 

baik. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah 

dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Penarikan 

kesimpulan yang diguakan dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu 

dengan menjelaskan konsep secara umum berdasarkan fakta – fakta 

khusus. 20 

 
20 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 

1986, hlm. 32 
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